SALINAN

BUPATI SUMBAWA BARAT

PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

PERATURAN BUPATI SUMBAWA BARAT
NOMOR ;5 TAHUN 2021

TENTANG

TATA CARA PELAKSANAAN KONFIRMASI STATUS WAJIB PAJAK DALAM
PELAYANAN PUBLIK TERTENTU DI KABUPATEN SUMBAWA BARAT

Menimbang

Mengingat

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUMBAWA BARAT,

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 ayat (1)
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2016
tentang Konfirmasi Status Wajib Pajak Dalam Pemberian
Layanan Publik Tertentu di Lingkungan Pemerintah Daerah,
perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Konfirmasi
Status Wajib Pajak dalam Pelayanan Publik Tertentu di

Kabupaten Sumbawa Barat.

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun
1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor
140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3874);

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun
2003 tentang Pembentukan Kabupaten Sumbawa Barat di
Provinsi Nusa Tenggara Barat (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2003 Nomor 145, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4340);

3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun

2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor
130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5049);
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130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5049);

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun
2014 tentang Pemeritahan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan
Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Negara Indonesia Nomor 5679);

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun
2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang
Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara
Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan
Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 14, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 66 17);
Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang
Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 16,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6618);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2016
tentang Konfirmasi Status Wajib Pajak dalam Pemberian
Layanan Tertentu Di Lingkungan Pemerintah Daerah;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017
tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Daerah;

Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Barat Nomor 1
Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu

Satu Pintu.
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MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA P ELAKSANAA:
KONFIRMASI STATUS WAJIB PAJAK DALAM PELAYANA

PUBLIK TERTENTU DI KABUPATEN SUMBAWA BARAT

BABI
KETENTUAN UMUM

Pasal 1
Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:
1. Daerah adalah Kabupaten Sumbawa Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemeﬂntah

daerah yang memimpin urusan pemerintahan dan perangkat Daerah

sebagai unsur pemerintahan yang mempunyai kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Kabupaten Sumbawa Barat.
Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala

Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan

Daerah dan Dewan

yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Dinas adalah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Kabupaten Sumbawa Barat.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan

Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sumbawa Barat.

7. Organisasi Perangkat Daerah yang membidangi urusan pendapatan daerah
adalah organisasi perangkat daerah Kabupaten Sumbawa Barat yang
mempunyai fungsi selaku pengelola pajak daerah.

8. Kepala Organisasi Perangkat Daerah yang membidangi urusan pendapatan
daerah adalah kepala pada organisasi perangkat daerah Kabupaten
Sumbawa Barat yang mempunyai fungsi selaku pengelola pajak daerah.

9. Direktorat Jenderal Pajak adalah instansi vertikal Kementerian Keuangan
yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Keuangan,
yang mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan
kebijakan di bidang pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan.

10. Kantor Pelayanan Pajak Pratama yang selanjutnya disingkat KPP Pratama

adalah instansi vertikal Direktorat Jenderal Pajak yang berada di bawah

dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Kantor Wilayah, yang
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mempunyai tugas melaksanakan pelayanan, penyuluhan, pengawasan dan

pencgakan hukum wajib pajak di bidang pajak penghasilam P

pertambahan nilai, pajak penjualan atas barang mewah, pajak tidak

dan pajak bumi dan bangunan dalam wilayah
Wewenangnya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangart-

11. Layanan Publik Tertentu adalah layanan yang diberikan oleh pemerintah
Daerah kepada masyarakat,

langsung lainnya,

12. Sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Online Single
Submission) yang selanjutnya disebut OSS adalah sistem elektronik
terintegrasi yang dikelola dan diselenggarakan oleh Lembaga 0SS untuk
penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.

13. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak;
pemotong pajak dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban
perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
perpajakan daerah.

14. Pajak Daerah adalah kontribusi wajib pajak kepada daerah yang terutang
oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan
undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan
digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran
rakyat.

15. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang selanjutnya
disingkat PBB — P2 adalah pajak atas bumi dan/atau bangunan yang
dimilliki, dikuasai dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan,
kecuali kawasan yang digunakan perkebunana, perhutanan dan
pertambangan.

16. Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan selanjutnya disebut BPHTB
adalah pajak atas perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan.

17. Retribusi Daerah selanjutnya disebut retribusi adalah pungutan daerah
sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus
disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan
pribadi atau badan.

18. Konfirmasi Status Wajib Pajak yang selanjutnya disingkat KSWP adalah
kegiatan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah dalam rangka
pelaksanaan Kkonfirmasi status wajib pajak atas layanan publik pada

perangkat Daerah.
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19. Keterangan  Status Wajib Pajak adalah informasi yang diberikan oleh
Pefnerintah Daerah dalam rangka pelaksanaan Konfirmasi Status Wajib
Pajak atas layanan Publik pada Perangkat Daerah.

Nomor Pokok Wajib Pajak, yang sel anjutnya disingkat NPWP adalah nomox.‘
yang diberikan kepada Wajib Pajak sebagai sarana dalam administrast

perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas

20.

Wajib Pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya.
Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat NERED
adalah nomor yang diberikan kepada Wajib Pajak Dacrah sebagai sarana
dalam administrasi Perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda pengenal
diri atau identitas Wajib Pajak dalam melaksanakan hak dan lcewajiban
perpajakan daerah.

21.

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2
(1) Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman dan
tata cara pelaksanaan pemenuhan kewajiban Pajak Daerah melalui KSWP
dalam pemberian pelayanan publik tertentu sesuai dengan kewenangan
Pemerintah Daerah.
(2) Tujuan KSWP adalah:
a. terwujudnya peningkatan kesadaran wajib pajak dalam memenuhi
kewajiban pajak daerah;
b. terwujudnya keseimbangan hak dan kewajiban dalam pelaksanaan
pelayanan publik tertentu oleh pemerintah daerah; dan

c. terlaksananya KSWP sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan yang berlaku.
| BAB III
l
! RUANG LINGKUP
Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini adalah:
a. jenis layanan publik tertentu;
b. tata cara pelaksanaan KSWP;

c. penelitian terhadap pemenuhan kewajiban Pajak Daerah;
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d. perangkat daerah Yang bertan

ggungjawab pelaksanaan KSWF;
e. pendanaan;

f. pelaporan,

BAB IV
JENIS LAYANAN PUBLIK TERTENTU

Pasal 4
Layanan Publik Tertentu yang diselenggarakan oleh Perangkat Daerah yang

memerlukan KSWP terdiri dari:

a. Pelayanan perizinan berusaha melalui sistem perizinan berusaha Yang
terintegrasi secara elektronik;

b. Pelayanan perizinan dan pelayanan non perizinan kewenangan P emerintah

Daerah yang diselenggarakan oleh Dinas.

BABV
TATA CARA PELAKSANAAN KSWP

Pasal 5
KSWP oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 huruf (a),

dilakukan secara online (daring) melalui;
Sistem Informasi pada pemerintah daerah yang terhubung dengan sistem

informasi pada kementerian yang membidangi urusan keuangan melalui

a.

Direktorat Jenderal Pajak; dan atau
Aplikasi yang telah disediakan oleh kementerian yang membidangi urusan

keuangan melalui Direktorat Jenderal Pajak pada KPP Pratama.

Pasal 6
(1) Pemerintah Daerah melakukan KSWP terhadap wajib pajak yang
mengajukan layanan publik tertentu berupa layanan perizinan dan non
perizinan.
(2) Layanan perizinan dan non perizinan dapat diberikan kepada pemohon
apabila dapat menunjukkan dokumen sebagai berikut:
a. bukti lunas pembayaran PBB -P2 tahun terakhir;
b. bukti lunas pembayaran BPHTB dalam hal terjadi pengalihan
kepemilikan; dan
bukti lunas pembayaran pajak daerah lainnya;
d. kesesuaian nama Wajib Pajak dan NPWPD pada data BPAD.
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c. bukti lunas pembayaran pajak dacrah lainnya;

d. ke':sesualan nama Wajib Pajak dan NPWPD pada data BPAD:
(8) Apabila dokumen sebagaimana disebutkan pada ayat (2) sudah tepe€

nuhi

maka Dinas dapat menyetujui permohonan tersebut.

(4) Apabila dokumen sebagaimana disebutkan pada ayat (2) tidak dapat
dipenuhi maka permohonan ditolak atau akan diteruskan olen Dinas
kepada Kepala OPD yang membidangi urusan pendapatan daerah dengar
sebelumnya meminta pemohon mengisi Surat Permohonan Keterangan
Status Wajib Pajak sebagaimana tercantum dalam Lampiran I (satu) yang

merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VI
PENELITIAN TERHADAP KEWAJIBAN PAJAK DAERAH

Pasal 7

(1) OPD yang membidangi urusan pendapatan daerah melakukan penelitian
terhadap pemenuhan kewajiban Pajak Daerah oleh wajib pajak sebelum
memberikan Keterangan Status Wajib Pajak;

(2) Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:

a. pelunasan pembayaran PBB-P2 tahun terakhir;

b. pelunasan pembayaran BPHTB jika terjadi pengalihan kepemilikan;

c. pembayaran pajak daerah daerah lainnya yang menjadi kewajiban
pemohon tersebut.

(3) Setelah OPD yang membidangi urusan pendapatan daerah ini melakukan
penelitian terhadap data yang ada dan wajib pajak telah memenuhi semua
kewajiban pajaknya di daerah maka akan diberikan Keterangan Status
Wajib Pajak kepada pemohon sesuai format yang tercantum dalam
Lampiran II (dua) yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan
Bupati ini.

(4) Adapun tata cara pelaksanaan Konfirmasi Status Wajib Pajak dalam
pelayanan publik tertentu di Kabupaten Sumbawa Barat sebagaimana
termuat dalam Lampiran III (tiga) yang merupakan bagian tidak

terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
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PERA SRRV
NGKAT DAERAH PENANGGUNGJAWAB ATAS KSWP

Pasal 8

(1) Perangkat Daerah yang bertanggungjawab dalam pcl;\ks:mu:m KSWP

adalah  perangkal dacrah yang melakukan pelayanan publik berups
layanan perizinan dan non perizinan,

(2) Perangkat Daerah (1) untuk

schagaimana  dimakaud pada  ayat

aytis .y qerah
menjalankan KSWP berkoordinasi dengan Organisasi perangkat DT

‘ t 3 1 —.1’4“‘
yang membidangi urusan pendapatan daerah  selaku pengelola PU

daerah.

BAB VIl
PENDANAAN

Paanl O
Pendanaan pelaksanaan KSWP dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Kabupaten Sumbawa Barat vang melekat pada Anggaran

Perangkat Dacrah berdasarkan tugas pokok dan fungsi masing-masing.

BAB IX
PELAPORAN

Pasal 10
Pelaporan  disampaikan kepada Menteri Dalam Negeri melalui Direktorat
Jenderal Bina Keuangan Daeranh =elaku Pembina dan pengawas pelaksanaan

KSWP pada Pemerintah Daerah.
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BAB X

PENUTUP

Pasal 11
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan-
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sumbawad
Barat.

n
Ditetapkan di 'I:ahwa g v 5021

pada tanggal P oot
BUPATI SUMBAWér B

(

Diundangkan di Taliwang
pada tanggal 7 - vz 2021

KRETARI?"AERAH KABUPATEN SUMBAWA BARAT,
ff. - it R
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LAMPIRAN | - PERATURAN BUPATI SUMBAWA BARAT

NOMOR . 46
TENTANG
STATUS WAIJIB

TATA CARA PELAKSANAAN KONFIRMASI

PAJAK DALAM

PELAYANAN PUBLIK TERTENTU DI
KABUPATEN SUMBAWA BARAT

A
CONTOH FORMAT SURAT PERMOHONAN KETERANGAN STATUS WATTB PAJAK

Nomor .
e pemo] ............... (1 ) .
: onan Keterangan status Wajib Pajak
Kepada Yth. : Kepala.... . ()
Kabupaten Sumbawa
Yang bertandatangan dibawah inj -
Nama e serearesese s e eeenaten 3)
NPWPD  etersiieeeeesmssr e srr s s e s spa s ar g enes 4)
Jabatan et (3)
Alamat e 6)
Nomor TEIpon @ e 7
Bertindak selaku e, (8)
[ ] Wajib Pajak
[ ] Wajib Pajak/Kuasa dari
Wajib Pajak
Nama S nenenniastesine e
NPWPD T eereesiaven i st esenn th ean
Alamat D e —————————

Barat

(9

(10
.. (11)

Mengajukan permohonan untuk memperoleh keterangan status wajib pajak untuk memenuhj
persyaratan mendapatkan Layanan Publik Tertentu dari Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu untuk layanan publik permohonan perizinanwnon

perizinan.
Demikian permohonan ini kami sampaikan

- oguaesisssson s (12)

T  K)

« Dalam hal kuasa harus dilampirkan surat kuasa

. kijf)“ ’/'sM
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pETUNIUK PENGISIAN SURAT PERMOIONAN KITERANGAN STATUS WAJIB

PAJAK
Ang'.lt'a ! n”s! sesuai dengan permohonan surat wajib pajak .
Angka 2 Diisi denpan nama OPD pada Pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat ys
: mempunyai fungsi sebagai pengelola pajok daerah
ISR = Untuk Wajib Pojak Orang Pribadi, diisi dengan wajib pajak aiad
Kuasa yang menandatangani surat permohonan
= Untuk wajib pajak badan, diisi dengan nama wakil atau kuasa
yang menadatangani surat permohonan _
Angka 4 Diisi dengan NPWPD dari wajib pajak atau dengan nama wakil/
Kuasa yang menandatangani surat permohonan (apabila ada)
Angka 5 Diisi dengan Jabatan yang menadatangani surat perrnohonan
ﬁ::gtg f; l)llSl dengan alamat yang menandatangani surat permol‘lonaﬂ
Diisi dengan nomor telpon dari wajib pajak nama atau kuasa yang
Angkale menandatangani surat permohonan

Diisi dengan memberi tanda check list pada salah satu (1) kotak pilihan
di bawahnya.
Jika permohonan diajukan langsung bukan oleh penerima kuasa maka
Ancka O anngk‘a selanjutnya tidak perlu diisi -

° Diisi dengan nama wajib pajak dalam hal permohonan diajukan oleh
penerima kuasa

Angka 10 Diisi dengan NPWP/NPWPD wajib pajak dalam hal permohonan
diajukan oleh penerima kuasa

Angka 11 Diisi dengan alamat wajib pajak dalam hal permohonan diajukan
oleh penerima kuasa

Angka 12 Disisi dengan kota tempat tinggal, tanggal, bulan dan tahun surat

Angka 13 permohonan ditandatangani

Diisi dengan nama dan tandatangan pemohon sebagaimana yang
tercantum dalam nomor 4

BUPATI SUMBAWA BARAT.

Ttd.

W.MUSYAFIRIN
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BARAT
LAMPIRAN II : PERATURAN BUPATI SUMBAWA
NOMOR 46

TENTANG  : TATA CARA PELAKSANAIJJ“-:JM KON NAN
STATUS WAJIB PAJAK DA 2
PUBLIK  TERTENTU
SUMBAWA BARAT

A. CONTOH SURAT KETERANGAN STATUS WAJIB PAJAK

SUMBAWA BARAT

KOP OPD

Kode Pos: 84455

Keterangan Status Wajib Pajal)<
............................... (2

Dengan ini diberitahukan bahwa berdasarkan hasil penelitian, kami sampaikan
bahwa wajib pajak :

Nama BTt et e e S nee e Fieen s T onrhan s nsdestns dani i (3)
NPWPD e R dne v iy e EU TS USSR e mn nnn s s e (4)
NPWP T eee oA e s eaneanens ansae s s EEEERS (5)
Alamat D ——————————— (©)
Status D ireveeseereiie i e S e sente ass L snsm s e (7)

Keterangan ini dibuat dalam rangka pemberian layanan pada Dinas

PMPTSP Kabupaten Sumbawa Barat berupa pelayanan perizinan dan nonperizinan
tabiud .. s (8).

Demikian disampaikan, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya

...................... (10)
Kabupaten Sumbawa Barat,

3 j} ‘
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PETUNJUK PENGISIAN KETERANGAN STATUS WAJIB PAJAK

b RONE h
Qn%::a }) : D!n‘sn‘ dengan kop surat OPD yang membidangi urusan pendapatan daera
ANgRAL < D!'_S‘ dengan nomor keterangan status wajib pajak
Angka3 @ Diisi dengan nama wajib pajak terdaftar
Angka 4 Diisi dengan nomor NPWPD
Angka 5 Diisi dengan NPWP
Angka 6 Diisi dengan alamat waiib ajak i
Angka 7 Diisi dengan status sildaijlunas PBB- P2/ BPHTB/ Pajak daerah imn}’a
Angka 7 Diisi dengan instansi pemerintah yang memberikan layanan publi
Angka 8 Diisi tahun keterangan status wajib pajak berlaku tatus wajib
Angka 9 Diisi dengan kota tempat, tanggal, bulan dan tahun keteranganl 3
Angka 0 pajak diterbitkan da OPD Yyang

Diisi dengan nama jabatan yang berwewenans pa
menerbitkan keterangan status wajib pajak

BUPATI SUMBAWA BARAT,

Ttd.

W. MUSYAFIRIN
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A BARAT
LAMPIRAN Il : PERATURAN BUPATI SUMBAW

NOMOR © 46 N
TENTANG  : TATA CARA PELAKSANAA K
K ONFIRMASI STATUS WAJIB
DALAM PELAYANAN PUBLIK -
TERTENTU DI KABUPATEN SUMB

BARAT

ik Tertentu
Alur Pelaksanaan Konfirmasi Status Wajib Pajak Dalam Pelayanan publik T

Di kabupaten sumbawa barat

Orang Pribadi/Badan DPMPTSP Me'aﬁu\;‘,agib pajak

mengajukan permohonan Konfirmasi Stafu

perizinan kepada DPMPTSP | pada BPAD

dengan melampirkan bukti

pembayaran PBB — P2, BPHTB

dan Pajak Daerah Lainnya

b. Permohonan disetujui b. Terpenuhi
DPMPTSP J

a. Permohonan ditolak dan % r a. Tidak Terpenuﬂ

diminta untuk melengkapi P

ketentuan perpajakan terlebih ) =

BUPATI SUMBAWA BARAT,

Ttd.

W. MUSYAFIRIN
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